
BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Sistem Mitra 

1. Definisi Kemitraan 

Berdasarkan  kamus besar bahasa indonesia (KBBI) sistem adalah suatu perangkat 

atau unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga dapat digunakan untuk mencapai 

tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 

kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha 

besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar 

dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling 

menguntungkan. 

 Notoatmodjo berpendapat, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu 

dengan individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu 

tugas atau tujuan tertentu. Menurut Tugimin kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang 

dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk 

mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.
1
 Hafsah 

menjelaskan pengertian kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua 

pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan 

prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.
2
 Kemitraan dapat di definisikan 

sebagai berikut : 
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a. Eksistensi  kemitraan terletak pada adanya kontribusi bersama, baik berupa tenaga 

(labour) maupun benda (property) atau keduanya untuk tujuan kegiatan ekonomi. 

Pengendalian kegiatan dilakukan bersama dimana pembagian keuntungan dan 

kerugian distribusi diantara dua pihak yang bermitra. 

b. Partnership merupakan suatu asosiasi yang terdiri Dari dua orang atau usah yang 

sama-sama memiliki sebuah perusahaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. 

c. Hubungan kemitraan adalah suatu hubungan perusahaan dengan sejumlah pemilik 

uang yang nantinya akan menikmmati bersama keuntungan-keuntungan dari 

perusahaan dan masing-masing menangggung liabilitas yang tidak terbatas atas 

hutang-hutang perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan Sistem mitra adalah suatu 

metode yang digunakan sebuah lembaga atau perseorangan dengan menerapkan 

kerjasama oleh beberapa pihak dengan disertai pembinaan dan pengembangan untuk 

mencapai tujuan yang telah disepakati dan dilaksanakan atas dasar saling 

menguntungkan, tanggung jawab, dan tidak ada yang dirugikan. 

Konsep kemitraan telah diatur dalam UU No. 9 tahun 1995 pada pasal 26 yang 

berbunyi “Usaha kecil dan usaha besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan 

usaha kecil, Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 

diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha. Kemitraan dilaksanakan dengan 

disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi 

dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, teknologi. Dalam 



melaksanakan hubungan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang 

setara”.
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2. Tujuan Kemitraan 

Sistem kemitraan memiliki beberapa tujuan di antaranya adalah : 

a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan menengah masyarakat 

b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan 

c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro kecil dan mennegah 

(UMKM) 

d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi bersekala wilayah dan nasional 

e. Memperluas kesempatan kerja 

f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
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3. Hubungan Kemitraan 

Hubungan kemitraan merupakan bentuk kerjasama dua orang atau lebih atau lembaga 

untuk berbagi biaya, resiko, dan manfaat dengan cara menggabungkan kompetensinya 

masing-masing. Untuk mencapai tujuan dalam kemitraan terdapat beberapa hal yang 

harus dipenuhi diantaranya adalah : 

a. Memiliki tujuan yang sama, yaitu  tujuan yang akan dituju antara perusahaan dan 

mitra usahanya harus sama seperti dapat hidup dan berkembang maka dari itu maka 

harus terus menerus untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermutu dan memiliki 

harga yang layak sehingga dapat menjadi produk yang diminati customer. 

b. Saling menguntungkan 
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Bisnis yang menerapkan sistem mitra harus menghasilkan sesuatu yang saling 

menguntungkan kedua belah pihak. Terjadinya kegagalan dalam mitra dikarnakan 

tidak bolehnya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lain. Saling 

menguntungkan adalah motivasi yang sangat kuat. Oleh karena itu, tidak ada satu 

pihak pun yang boleh merasa berada di atas pihak lain dan semua harus merasa dan 

diperlakukan sejajar. 

c. Saling mempercayai 

Saling percaya disini adalah dalam perhitungan biaya produksi dan harga 

barang/jasa yang dihasilkan dan Saling percaya juga tidak hanya pada kejujuran dan 

itikad baik masing-masing akan tetapi untuk memenuhi perjanjian dan kesepakatan 

bersama, misalnya dalam ketepatan waktu pembayaran, waktu penyerahan, dan mutu 

barang. 

d. Bersifat terbuka 

Bersifat terbuka itu memang dalam batasan-batasan tertentu yang cukup luas 

pula, data dari kedua belah pihak dapat dilihat oleh pihak lain. Termasuk disini ialah 

data perhitungan harga dan sejenisnya tentu saja kedua belah pihak terikat secara 

legal maupun moral untuk merahasiakan. Transparansi dapat meningkatkan saling 

percaya dan sebaliknya pula saling percaya memerlukan saling keterbukaan. 

e. Memiliki hubungan jangka panjang 

Kedua belah pihak merasa saling percaya saling menguntungkan dan mempunyai 

kepentingan yang sama, cenderung akan bekerjasama dalam waktu yang panjang, 

tidak hanya 5 tahun atau 10 tahun, tetapi sering kali lebih dari 20 tahun. Hubungan 

jangka panjang juga memungkinkan untuk meningkatkan mutu produknya. 



f. Terus menerus melakukan perbaikan dan evaluasi. 

Salah satu prinsip yang penting dalam kemitraan adalah bahwa kedua belah pihak 

harus senantiasa terus-menerus meningkatkan mutu barang atau jasa serta efisiensi 

atau biaya atau harga barang/jasa dimaksud. Dengan demikian perusahaan dapat 

bertahan dalam kompetisi global yang mangkin lama mangkin ketat. Ketahanan 

dalamkompetisi menyebabkan perusahaan dapat tetap bertahan hidup dan dapat 

berkembang terus-menerus dalam mutu dan harga barang merupakan kepentingan 

kedua belah pihak.
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4. Unsur- unsur kemitraan 

Dalam sistem mitra terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi di antaranya: 

a. Unsur kerjasama antara pihak lembaga atau perseorangan kepada pihak lain yang 

diajak untuk bermitra. 

b. Unsur kewajiban untuk mengadakan pembinaan dan pengembangan dari perusahaan 

terhadap mitra usahanya. 

c. Unsur saling memerlukan dan saling membantu satu sama lain sehingga dapat 

menciptakan kondisi yang saing menguntungkan.
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5. Manfaat kemitraan 

a. Prokdutifitas, hal ini merupakan perbandignan antara output dan input. Prokdutifitas 

adalah untuk mengetahui seberapa baik sebuah bisnis memanfaatkan sumber daya 

yang dimilikinya. 

b. Efesiensi, Dengan menerapkan efisiensidalam kemitraan,perusahaan besar dapat 

menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja 
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yang dimiliki oleh perusahaan menengah. Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil, 

yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi dan sarana 

produksi,dengan bermitra akan dapat menghemat waktu. 

c. Risiko, Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat 

merugikan dan mengancam pencapaian tujuan maupun sasaran organisasi, hal ini 

dapat di tanggung bersama antar pihak yang bermitra. 

d. Dengan kemitraan usaha dapat memberikan dampak sosial ( social benefit) yang 

cukup tinggi. Selain itu melalui kemitraan dapat menghasilkan persaudaraan antar 

pelaku ekonomi yang berbeda status.
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B. Pembiayaan Qardh 

1. Pengertian Pembiayaan Qardh 

Pembiayaan merupakan pemberian dana dari pihak yang memiliki dana kepada pihak 

penerima dana. Dimana pihak penerima dana merupakan pemohon yang mengajukan 

sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhannya, baik bersifat konsumtif maupun 

produktif.
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Secara terminologi qardh adalah memberikan harta pada orang lain yang akan 

memanfaatkannya dan mengembalikan harta tersebut di kemudian hari sesuai 

kesepakatan yang telah disetujui bersama.
10

 Menurut sayyid sabiq qardh adalah harta 

yang diberikan oleh pemberi hutang (muqridh) kepada penerima utang (muqtarid) untuk 
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kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah 

mampu membayarnya.
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Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES), qardh adalah penyediaan dana 

atau tagihan antarlembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan 

pihak peminjan untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka 

waktu tertentu.
12

  

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti mendefinisikan qardh adalah pinjam 

meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok 

pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tyang telah ditentukan. 

2. Landasan Hukum Pembiayaan Qardh 

a. Q.S Al Baqarah ayat 245 

ُٔ ََقْبِطُ وَََبِصُطُ وَاِىَ َٔ قَشِظّا حَسَّْا فَُُعّٰعِفَٔ ىَٔ اَظِعَافًا مَثُِِشَةً وَاىي ّٰ ٌِ َُقْشِضُ اىي ّٰ ِِ رَا اىَّزِ ٍَُِ ِٔ
َََُ ۩حُشِجَعُىِ  

Artinya :Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah 

melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan 

melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. 

Maksud dari ayat tersebut adalah allah menyerukan kepada kita untuk selalu 

beramal soleh, memberi infaq fi sabilillah dengan uang yang dipinjamkan sehingga 

allah SWT memberi balasan berlipat ganda bagi hamba yang menjalankan 

perintahnya. 
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b. Hadist ibnu majjah 

 ِِ ِِ قَُِسِ بِ ُِ ََسِيٍر عَ ُُ بِ ََا ُّ حَذَّثََْا ََعِيًَ حَذَّثََْا سُيَُِ ُِ خَيَفٍ اىْعَسِقَيَاِّ ََّذُ بِ ٍُحَ حذَّثََْا 

َّا خَشَجَ عَطَاؤُُٓ ِٔ فَيَ ٌٍ إِىًَ عَطَائِ َٕ ََتَ أَىْفَ دِسِ ٍُ َُقْشِضُ عَيْقَ ُِ أُرَُّا ُُ بِ ََا َُ سُيَُِ ٍّ قَاهَ مَا ٍِ  سُو

ُٓ فَقَاهَ أَقْشِظٍِِْ حَقَاظَ َّ أَحَا ََنَثَ أَشِهُشّا ثُ ََتَ غَعِبَ فَ َّ عَيْقَ ُٓ فَنَأَ ِٔ فَقَعَا ُٔ وَاشِخَذَّ عَيَُِ ٍِِْ َٕا  ا

ٍَتَ اىَّخِ ََخِخُى ٍَِّ حِيْلَ اىْخَشَِطَتَ اىْ َٕيُ َّ عُخِبَتَ  ٍَتً ََا أُ ٌِ وَمَشَا ٌٍ إِىًَ عَطَائٍِ قَاهَ َّعَ َٕ ٍ أَىْفَ دِسِ

َّا عِِْذَ َٕ ٍِِْهَا دِسِ ٍَا حَشَّمْجُ  َُلَ اىَّخٍِ قَعَُِخٍَِْ  ِٕ ِٔ إَِّّهَا ىَذَسَا ٍَا وَاىيَّ كِ فَجَاءََثِ بِهَا فَقَاهَ أَ

َِعِجَ  ٍَا سَ ٍِِْلَ قَاهَ  َِعِجُ  ٍَا سَ ٍَا فَعَيْجَ بٍِ قَاهَ  ََيَلَ عَيًَ  ٍَا حَ ِٔ أَبُىكَ  وَاحِذّا قَاهَ فَيِيَّ

َِعِخُلَ ٌٍ  ٍٍِِّْ قَاهَ سَ ٍُسِيِ  ِِ ٍِ ٍَا  ٌَ قَاهَ  ِٔ وَسَيَّ ُٔ عَيَُِ َّ صَيًَّ اىيَّ َّ اىَّْبِ ٍَسِعُىدٍ أَ  ِِ ِِ ابِ حَزْمُشُ عَ

ِِ ٍَشَّحَُِ َّا قَشِظّا  ٍُسِيِ ٍَسِعُىدٍ َُقْشِضُ   ُِ ٍَشَّةًقَاهَ مَزَىِلَ أَِّبَأٍَِّ ابِ َُ مَصَذَقَخِهَا   إِىَّا مَا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Al 

Asqalani berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'la berkata, telah menceritakan 

kepada kami Sulaiman bin Yasir dari Qais bin Rumi ia berkata, "Sulaiman bin 

Udzunan meminjami Alqamah seribu dirham sampai waktu yang telah ditentukan, 

ketika waktu yang telah ditentukan habis, Sulaiman meminta dan memaksa agar ia 

melunasinya, Alqamah pun membayarnya. Namun seakan-akan Alqamah marah 

hingga ia berdiam diri selama beberapa bulan. Kemudian Alqamah datang kembali 



kepadanya dan berkata, "Pinjami aku seribu dirham sampai batas waktu yang telah 

engkau berikan kepadaku dulu." Sulaiman menjawab, "Baiklah, dan dengan rasa 

hormat wahai Ummu Utbah, berikanlah kantung milikmu yang tertutup itu." Ia pun 

datang dengan membawa kantung tersebut, kemudian Sulaiman berkata, "Demi 

Allah, sesungguhnya itu adalah dirham-dirham milikmu yang pernah engkau 

bayarkan kepadaku, aku tidak merubah dirham itu sedikitpun." Alqamah berkata, 

"Demi Allah, apa yang mendorongmu melakukan ini kepadaku?" ia menjawab, 

"Karena sesuatu yang aku dengar darimu." Ia bertanya, "Apa yang kamu dengar 

dariku?" ia menjawab,"Aku mendengarmu menyebutkandari Ibnu Mas'ud berkata, 

"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang 

muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya 

yang pertama." Ia berkata, "Seperti itu pula yang di beritakan Ibnu Mas'ud 

kepadaku (HR Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).  

c. Peraturan bank indonesia nomor 7/46/PBI/2005 tentang Qardh. 

Dalam peraturan bank indonesia nomor 7/PBI/2005 dijelaskan bahwa Qardh 

adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam 

mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu 

tertentu. Tertuang dalam pasal 18 bahwa Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk 

pinjaman dana berdasarkan Qardh berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: 

1) Bank dapat memberikan pinjaman Qardh untuk kepentingan nasabah berdasarkan 

kesepakatan. 

2) nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman Qardh yang diterima pada 

waktu yang telah disepakati. 



3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi sehubungan dengan 

pemberian pinjaman Qardh. 

4) nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada Bank 

selama tidak diperjanjikan dalam Akad. 

5) dalam hal nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh 

kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak mampu, 

maka Bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus 

buku sebagian atau seluruh pinjaman nasabah atas beban kerugian Bank. 

6) dalam hal nasabah digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau 

seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat 

menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan pembayaran atau 

menjual agunan nasabah untuk menutup kewajiban pinjaman nasabah. 

7) sumber dana pinjaman Qardh untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial dapat 

berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dari dana infak.
13

 

 

3. Sumber Dana Qardh 

Pembiayaan qardh memiliki beberapa sumber dana diantaranya : 

a. Al-qard yang diperlukan untuk pemberian dana talangan kepada nasabah yang 

memiliki deposito di bank syariah. Dana talangan ini diambil dari modal bank syariah 

yang jumlahnya sedikit dan jangka waktunya pendek,sehingga bank syariah tidak 

diragukan lagi. 
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b. Al-qard yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedangang asongan 

(pedagang kecil) lainnya, sumber dana berasal dari zakat, infak, sedekah dari nasabah 

atau para pihak yang menitipkannya kepada bank syariah. 

c. Al-qard untuk bantuan sosial, sumber dana berasal dari pendapatan bank syariah dari 

transaksi yang tidak dapat dikategorikan pendapatan halal. Misalnya, pendapatan 

denda atas kerterlambatan pembayaran anggsuran oleh nasabah pembiayaan, danda 

atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, dan pendapatan non halal 

lainnya.
14

 

4. Manfaat Qardh 

Pembiayaan dengan menggunakan akad qardh memiliki beberapa manfaat diantaranya : 

a. Membantu nasabah pada saat mendapatkan kesulitan dengan memberikan dana 

talangan jangka pendek. 

b. Pedangang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan 

usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu 

masyarakat miskin. 

c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir, dengan 

mendapatkan utang dari bank syariah. 

d. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank syariah dapat 

memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.
15

 

5. Rukun dan syarat Qardh 

Dalam akad qardh terdapat  rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu : 

a. Sighat atau ijab qabul 
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Yang dimaksud dengan shighat adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan di 

antara fuqaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz 

yang menunjukkan maknanya, seperti kata Aku memberimu utang,‛ atau ‚Aku 

mengutangimu.‛ Demikian pula Kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan 

kerelaan, seperti ‚Aku berutang‛ atau ‚Aku menerima,‛ atau ‚Aku ridha‛ dan lain 

sebagainya. 

b. Akid (muqridh dan muqtaridh) 

Adalah dua pihak yang melakukan transaksi qardh yaitu pemberi hutang dan 

penerima hutang. 

c. Qardh (Harta yang diutangkan) 

Syarat harta yang diutangkan adalah sebagai berikut: 1) harta berupa harta yang 

ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jneis yang sama tidak 

banyak berbeda yang mengkibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang 

yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung. 2) harta yang diutangkan berupa 

benda bukan mengutangkan manfaatnya. 3) harta yang diutangkan diketahui, yaitu 

diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.
16
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 wasilatur rohmaniyah, Fiqih Muamalah Kontemporer, 105. 



6. Skema akad qardh 

Berikut adalah skema akad al qardh dalam bank syariah : 

 

 

Gambar 2.1 Skema akad qardh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Fatwa Dewan Syariah Indonesia 

1. Pengertian fatwa 

Fatwa secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu al-fatwa  dengan bentuk jamak 

fatawa, yang berarti nasihat, jawaban, petuah, pertanyaan hukum, dan pendapat dalam 

bidang hukum atau legal opinion. Yusuf Qardhawi mengemukakan fatwa secara syara’ 

adalah menerangkan hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari 

pertanyaan dari seseorang maupun kolektif yang identitasnya jelas maupun tidak. 

Menurut ma’ruf amin terdapat dua hal penting didalam fatwa yang pertama adalah 

Fatwa yang bersifat reponsive, bahwasanya fatwa merupakan sebuah jawaban hukum 

(legal opinion) yang dikeluarkan setelah adanya pertanyaan atau permintaan fatwa (based 

on demand) yang merupakan peristiwa atau kasus nyata. Yang kedua adalah Dari segi 
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kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum (legal opinion) tidaklah bersifat 

mengikat, dimana seseorang yang meminta fatwa (mustafti) baik secara perseorangan 

maupun lembaga atau masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang 

diberikan kepadanya.
17

 

2. Dasar hukum fatwa 

a. Q.S Yusuf ayat 43 

َّ سَبِعْ عِجَافْ وَّسَبِعَ سُِْبُيّٰجٍ خُعِشٍ وَّاُخَشَ  ٍُ ََّأْمُيُهُ ََا ٍِ اَسّٰي سَبِعَ بَقَشّٰثٍ سِ ََيِلُ اِِّّ وَقَاهَ اىْ

َُ ٌِ ىِيشُّءََْا حَعِبُشُوِ ُْ مُِْخُ ٌَ اِ ٍِ سُءََْا ٍِ فِ ََيَاُ اَفْخُىِِّ ّٰاََُّهَا اىْ  ۩ّٰبِسّٰجٍ 
Artinya: Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya)‚ sesungguhmya aku 

bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor 

sapi betina yang kurus, tujug tangkai (gandum) yang hijau dan (tujug tangkai) 

lainnya yang kering.  Wahai orangt yang terkemuka! Terangkanlah kepadaku 

tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi. 

b. Hadist abu daud dan nasai 

ه اُ اًٍ ٍا عئُ وسيٌ فقا عِ ابِ عباس اُ سعذ بِ عبا دة اسخفتى سسىه االله صو الله

 صو االله عئُ وسيٌ اقعٔ عْها حج وىُها ّزس لم ّقعٔ, فقاه سسىه االله
Artinya : Dari ibnu abbas r.a. bahwa Sa’ad Bin ‘Ubadah r.a. Minta Fatwa 

kepada Nabi SAW yaitu dia mengatakan sesungguhnya ibuku meninggal dunia 

padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikanya? Lalu 
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 yeni salma barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia, 

(jakarta: Badan Litbang Dan Kementrian Agama RI, 2010), 66. 



Rasulullah SAW. Menjawab:“tunaikan nadzar itu atas nama ibumu (HR. Abu 

daud dan nasai). 
18

 

3. Proses Penetapan fatwa 

Pelaksanaan ajaran Islam oleh penganutnya merupakan suatu kewajiban yang harus 

dipenuhi. Dalam melaksanakanajaran tersebut, perlu ada pemahaman atas ajaran Islam itu 

sendiri,terutama terhadap hal-hal yang zhanni sifatnya baik dalam AlQur’an ataupun 

dalam hadis. Apabila terdapat permasalahan pada saat penetapan ketentuan yang bersifat 

zhanni , perlu ada orang yang mampu menjawab permasalahn ini sesuai dengan ajaran 

Islam. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebut fatwa ini merupakan pendapat 

dari orang yang memahami ajaran Islam.  

Pada era saat ini, fatwa yang harus diberikan kepada seseorang harus didasarkan pada 

Al Quran dan As Sunnah dengan penguasaan dan pemahaman atasnya. Dalam perbuatan 

fatwa (ifta’) salah satu syarat yang harus dimiliki oleh mufti(orang yang memberi fatwa) 

adalah mengetahui hukum islam secara mendalam. Mufti tidak boleh menerapkan suatu 

persoalan tanpa didasarkan pada dalil hukum Islam, disebut tahakkum (membuat hukum 

baru). Proses pembuatan fatwa itu sendiri harus menggunakan metode-metode penerapan 

hukum. Ma’ruf amin menyebutkan kaidah yang digunakan adalah metode bayani (analisa 

kebahasaan), metode ta’lili, dan metode istislahi. Terhadap fatwa yang dihasilkan oleh 

mufti. Mustafti (orang yang menerima fatwa)  dapat menerima dapat mematuhinya 

sepanjang fatwa tersebut didasarkan pada ketentuan yang benar.
19

 

4. Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001. 
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Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 ini menjelaskan mengenai akad al-qardh, 

qardh adalah suatu akad pinjmana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah 

wajib mengembalikan dana sesuai dengan yang diterimanya pada saat melakukan 

pengajuan dana di LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. 

Dalam fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 terdapat beberapa ketentuan 

diperbolehkanya melaksanakan akad al-qardh diantaranya adalah : 

a. Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang 

memerlukan. 

b. Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu 

yang telah disepakati bersama. 

c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 

d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah jika diperlukan. 

e. Nasabah al qardh dapat memberikan tambahan sumbangan dengan suka rela kepada 

LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. 

f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau keseluruhan kewajiban pada 

saat jatuh tempo yang telah disepakati dan LKS memastikan ketidakmampuannya 

maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus(write 

off )sebagian atau seluruh kewajibannya. 

g. Apabila nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau 

keseluruhan kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuan, LKS dapat 

menjatuhkan sanksi kepada nasabah. 

h. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada point diatas 

dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. 



i. Jika barang jaminan tidak mencukupi maka nasabah tetap harus memenuhi 

kewajibannya secara penuh. 

j. Sumber dana al qardh dapat berasal dari bagian modal LKS, keuntungan LKS yang 

dididihkan dan lembaga lain dan individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya 

di LKS. 

k. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan 

diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah 

setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. 

l. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari 

ternyata terdapat kekeliriuan , akan diubah dan disempurnakan sebagaimana 

mestinya.
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